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BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMORS52 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5)

Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan
Berbasis Akrual,

bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan
Pemeriksa Keuangan, Peraturan Bupati Nomor 36
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 15
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai Timur sudah tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...




2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Naunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan ...




7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

i
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Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Timur.

Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Kabupaten dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban Kabupaten.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan Keuangan Daerah

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian
laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-
prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

SAP Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9, SAP ...
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SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,
belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas
dana berbasis akrual.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik yang dipilih oleh Entitas
Pelaporan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan dengan berpedoman pada SAP.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang dalam
pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
yang menyusun laporan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah selaku pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur yang wajib menyelenggarakan Akuntansi dan

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

BAB I
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 2

Kebijakan Akuntansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini

menerapkan SAP berbasis akrual.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas kebijakan Akuntansi

pelaporan keuangan dan kebijakan Akuntansi akun.

Kebijjakan Akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-
unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian
pelaporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan
Pernyataan SAP atas:

a. pemilihan metode Akuntansi atas kebijakan Akuntansi dalam SAP; dan
b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan Akuntansi dalam SAP.

Pasal 3
Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:

a. kerangka ...




kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
penyajian laporan keuangan,

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;

laporan operasional;

laporan arus kas;
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laporan perubahan ekuitas; dan

poeta
.

catatan atas laporan keuangan.

Penjabaran Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan lebih lanjut tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:
a. Akuntansi kas dan setara kas;

jobs

Akuntansi persediaan;
Akuntansi piutang;
Akuntansi investasi;
Akuntansi aset tetap;
Akuntansi dana cadangan;
Akuntansi aset lainnya;

. Akuntansi kewajiban;
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Akuntansi pendapatan- laporan realisasi anggaran,
Akuntansi belanja;
k. Akuntansi transfer,

LI

1. Akuntansi pembiayaan;

m. Akuntansi pendapatan- laporan operasional;
n. Akuntansi beban; dan

o. Akuntansi koreksi kesalahan.

Penjabaran Kebijakan Akuntansi Akun lebih lanjut tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB ...




BAB Il
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 5

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib
menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidak-tidaknya
terdiri dari:

a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
C. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.
(2) Dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Entitas Akuntansi untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib
menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang setidak-tidaknya terdiri dari:

. laporan realisasi anggaran,;

a
b. neraca;

o

laporan operasional;
d. laporan perubahan ekuitas; dan
e. catatan atas laporan keuangan.

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan Daerah
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah wajib

menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang setidak-tidaknya terdiri dari:
a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. neraca;

d. laporan operasional,;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

BAB ...




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Timur beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2020

Pit. WUR,
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Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,
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BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 52




5.5.1 Arus Kas dari Operasi
5.5.2 Arus Kas dari Investasi
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
5.5.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
5.6.1 Ekuitas Awal
5.6.2 Surplus/Defisit LO
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5.6.4 Ekuitas Akhir
Bab VI  Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
Bab VII Penutup
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7. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa
diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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